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A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum
Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah sebagai salah satu Bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang, bertugas menyelenggarakan urusan Perencanaan, pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dan
fasilitasi penyusunan program Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka
meningkatkan pendapatan daerah khususnya penda n asli daerah melalui
optimalisasi potensi pajak dalam mewujudkan ke digian fiskal daerah dan

pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan koordinasi dan fasilitasi

dimaksud meliputi:

a. Fasilitasi makanan inuman rapat dala kegiatan
perencanaan pengel@laan pajak’daerah entuk Forum Grup
Disscusion (FGD

b. Fasilitasi pegjala as dalam melaksa koordinasi dengan

nan
pemerintah ptsat, proyinsi, dan/. ten/kota lain serta pihak
swastag@ r perencaffaa ngelolaan pajak daerah.

1) Ungdang-u Nomor un tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pus Pemerintahan Daerah;
ran Pemerin TaRun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah
Retribusigaer
3) Peraturan omor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Terte lih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja; dan

4) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

5) Peraturan walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah

3. Maksud dan Tujuan
1) Maksud




Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak yang Efisien dan Terstruktur
untuk menyusun perencanaan yang lebih baik dan terstruktur dalam
mengelolaan pajak daerah agar lebih transparan dan terorganisir dengan
baik.

2) Tujuan
a. Mendorong kenaikan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan
Asli Daerah;
b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dalam hal
administrasi pajak dapat lebih efisien dan transparan;
c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pep@elolaan Pajak; dan

d. Meningkatkan Kepatuhan Wajib dalam memenuhi

kewajibannya melalui edukasi ma pen san yang lebih baik.

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN
Ruang lingkup kegiatan Perencana ngelblaan Pajak Dae
adalah Pelaksanaan dan Pelapofan Kegjatan deng cara pelaksanaan

sebagai berikut:
1. Metode Pelaksanaan
Metode yang 4@ Vlam p b kegiatan ini adalah

ecaya sistematis dengan metode

pertemuan YangW¥kerbentuk at, si dan konsultasi. Pertemuan
dapat dilakukan @ daérah (Kota Bontang).

2. . aksana
asilitasi rapai%n dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu)

s u pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan

dan pe alahan yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan

perangkat daerah, unit kerja dan/atau pihak lain yang terkait dengan
materi rapat;

2) Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau
kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau
undangan.

C. KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dalam bentuk
pelaksanaan FGD yang terdokumentasi dalam bentuk dokumen rencana
pengelolaan pajak daerah.




D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1.

Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanan, Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh
Sekretaris dan disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Penanggung Jawab

Penanggungjawab sub kegiatan ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bontang.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Perencanaan gelolaan Pajak Daerah

adalah semua pihak yang berkepentingan khus luruh pegawai Badan

Pendapatan Daerah dan OPD teknis terkai ut retribusi).

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1) Pelaksanaan rapat‘@direncanakan padé
Tahun 2025 pada hari kégja dan/atau wa

2) Koordi Wultasi i ada Bulan Februari —

Novembe n 2025 ya i n dengan kebutuhan dan
ketersedi garan.

2. i | Pelakianaa giatan (Terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan ota Bontang dan/atau Daerah lain.

G. ANGGARAN
Anggaran sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

sebesar Rp 119.336.429,00 melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bontang.




H. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam
pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun
Anggaran 2025.

Bontang, Januari 2025




JADWAL KEGIATAN

Kode Rekening

Uraian

Semester ||

I Triwulan |l

Triwulan HI

Triwulan IV

Janu

Juni

Juli

i

5.1.02.01.01

Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.0024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

5.1.02.02.01

Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01.0003

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,

5.1.02.02.01.0081

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

n Panit]

5.1.02.02.01.0080

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

5.1.02.04

Belanja Perjalanan Dinas

5.1.02.04.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5.1.02.04.01.0001

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

5.1.02.04.01.0004

Belanja Perjalanan DinasPaket Meeting Dalam Kota

)




RENCANA ANGGARAN KAS

Semester | Semester Ii
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Total RAK Triwulan | Triwulan Il Triwulan I Triwulan IV
ari Maret April Mei Juni Juli Agusty ptembg Ok D b

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp Rp Rp Rp- |Rp Rp Rp- |Rp- |Rp
S5.1.02.01.01.0024 _wo_n_...u Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.639, Rp Rp Rp Rp- Rp Rp Rp- Rp- Rp- Rp 1.051.790,00
5.1.02.02.01 Huo—s_- Jasa Kantor Rp Rp Rp Rp- Rp Rp Rp- Rp- Rp- Rp
5.1.02.02.01.0003 |Honorarium Narasumber atau Permbahas, Moderator, Permbav 00 Rp Rp Rp- Rp Rp Rp- Rp- Rp - Rp
5.1.02.02.01.0081 [Belanja Honorarium Pergadaan Bararg/)asa R Rp Rp Rp- Rp Rp Rp- Rp - Rp- Rp 680.000,00
5.1.02.02.01.0080 _mnz;» Honorarum Penanggurgjawaban Pengelo la Keuargan Rp Rp Rp- Rp Rp Rp- Rp- Rp- Rp 1.010.000,00
5.1.02.04 _un_n.._n Perjalanan Dinas Rp 108.971.000,00 Rp Rp- | Rp Rp Rp- |Rp |Rp |[Rp
5.1.02.04.01 _un_ﬂ__o Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp 108.97 1.000,00 Rp Rp Rp- Rp Rp Rp- Rp- Rp- Rp
S.1.02.04.01.0001 _wm_nam Perjalanan Dinas Biasa Rp 78.771.000,00 Rp 1 750,00 .692.750,00 | Rp Rp- Rp 19.692.750,00 | Rp 19.692.750,00 | Rp- Rp- Rp- Rp
5.1.02.04.01.0004 |Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp 30.200.000,00 | Rp 30.200.000,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN Rp 119.336.429,00 | Rp 119.336.429,00 Rp19 750,00 Rp- Rp 19.692.750,00 | Rp 19.692.750,00 | Rp- Rp- Rp- Rp 2.741.790,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN Rp .692.750,00 | Rp 39.385.500,00 | Rp 2.741.790,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERS EDIA DARI BELANJA PER SEMESTER 09. Rp 42.127.290,00




